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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan 

dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi 

prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 

2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah 

Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah Akuntabel dalam memenuhi prinsip 

Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan belum sepenuhnya 

sesuai dikarenakan kaur dan kasi pelaksana melaporkan laporan akhir realisasi 

terlambat dari waktu yang ditentukan. Selanjutnya pada prinsip transparansi 

Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan informasi terkait laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana Nagari melalui baliho yang terpasang di 

depan Kantor Nagari. Namun untuk kelengkapan informasinya belum sesuai 

dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dalam informasi tersebut hanya 

disampaikan laporan realisasi APB Nagari beserta tim pelaksana kegiatan, 

sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa 

anggaran dan alamat pengaduan belum ada. 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the implementation of village financial 

management in the Nagari Kudugantiang Government, East Koto V District in 

fulfilling the principles of accountability and transparency in accordance with 

Permendagri No. 20 of 2018. This study is a qualitative research. Data collection 

techniques in this study were documents and interviews. The result of this study is 

that the Nagari Kudugantiang Government is already accountable in fulfilling the 

principles of accountability at the planning, administration, reporting and 

accountability stages. Meanwhile, in the implementation stage, it is not yet fully 

appropriate because the head of office and the executive branch report the final 

realization report late from the specified time. Furthermore, on the principle of 

transparency, the Nagari Kudugantiang Government has provided information 

regarding the accountability report for the use of Nagari funds through billboards 

installed in front of the Nagari Office. However, the completeness of the 

information is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 where in the 

information only a report on the realization of the Nagari APB and the activity 

implementation team is submitted, while for activities that have not been completed 

and/or not implemented, the remaining budget and address for complaints do not 

yet exist. 

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management 
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BAB I                                                                                                             

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat 

serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegarara adalah 

terselenggaranya Good Government Governance. Pentingnya penerapan tata 

kelola pemerintah yang baik dalam organisasi pemerintahan ialah agar 

pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itulah perlunya sebuah 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 

validasi. 

Dalam mendukung kemampuan suatu bangsa melaksanakan good 

governance terdapat tiga pilar pokok yaitu pemerintah (the state), civil society 

(masyarakat madani/masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Kaitan erat 

antara governance (tata kelola) dengan government (pemerintah), yaitu 

government berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan 

dan fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata kelola 

(governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya 

antara elemen yang ada (Sarinah, 2016). 

Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan 

terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (good government 

governance) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan, 
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partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efesiensi 

dan efektifitas serta visi strategis.  

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya 

memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam 

pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah 

mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya 

kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota 

untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. 

 Terciptanya Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas 

dari keberadaan akuntabilitas. Dengan adanya kelembagaan pemerintahan yang 

berakuntabilitas publik, ini berarti lembaga tersebut senantiasa dapat 

mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan. Widyanti (2018) 

menyatakan bahwa Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah 

daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan 

pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah demi tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya unsur yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan 

pemerintah yang baik ialah adanya transparansi. Transparansi merupakan 

keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi 

seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Mardiasmo (2021), menyatakan 
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Transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan 

keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menciptakan 

horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya 

demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif 

terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat. 

Tuntutan atas adanya transparansi tetap memperhatikan asas keadilan, 

kepatuhan dan manfaat terhadap masyarakat. Disini masyarakat dipandang 

bukan hanya sekedar objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek 

sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan transparansi sesuai 

dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Namun selanjutnya Permendagri No 

114 Tahun 2014 dihapuskan dengan dikeluarkan Permendagri No 20 Tahun 

2018. 

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan 

akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus 

berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta 

pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. “Perencanaan 

pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah  pada 

tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa 
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menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh 

kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan 

Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir 

tahun anggaran”. 

 Objek penelitian ini adalah Nagari Kudu Gantiang yang terletak di 

Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera 

Barat. Nagari Kudu Gantiang terus meningkatkan potensinya dengan berusaha 

mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemeritahan yang baik. Adapun  

Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.588.970.957. 

dengan rincian sebagai berikut : Dana Desa sebesar Rp. 857.545.000, Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 43.022.057, dan Alokasi Dana Desa sebesar 

Rp. 688.403.900. Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah Nagari harus 

mampu mempertangungjawabakan penggunaanya sebagai alat kontrol, 

menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi 

kinerja sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Nagari Kudu Gantiang, 

terkait penerapan akutabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Nagari 

Kudu Gantiang setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas 

rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes 

dihadiri oleh Perangkat Nagari, wakil ketua Bamus Nagari, ketua KAN, 
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perwakilan dari Camat V Koto Timur, serta seluruh Wali Korong se Nagari 

Kudu Gantiang. Masyarakat tidak ikut secara langsung dalam Musrenbangdes, 

namun bisa menyampaikan aspirasi kepada Wali Korong. 

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Nagari Kudu Gantiang 

melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran Nagari melalui rekening kas 

nagari. Selanjutnya proses penatausahaan Nagari Kudu Gantiang dilakukan 

oleh Kaur Keuangan. Semenjak 2018, penatausahaan dilakukan pada aplikasi 

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam proses pelaporan serta 

pertanggungjawaban Nagari Kudu Gantiang membuat laporan realisasi 

pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. 

Selanjutnya pada proses transparansinya Pemerintah Nagari Kudu Gantiang 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan APB Nagari 

dengan baliho yang terpasang di depan kantor. 

Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada prinsip 

transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi 

mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan 

yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat 

pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 

mengatakan “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit 

memuat : Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang 

belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”. 
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Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto 

Timur, Kabupaten Padang Pariaman” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan 

V Koto Timur telah memenuhi prinsip akuntabilitas ? 

2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan 

V Koto Timur telah memenuhi prinsip transparansi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa pada di Nagari Kudu 

Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas 

2. Untuk mngetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu 

Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip transparansi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

pengetahuan bagi peneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi 

Pengelolaan Dana Desa 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas maupun transparansi terkait Pengelolaan Dana Desa di Nagari 

Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur sebagai bahan evaluasi mengenai 

penggunaan Dana Desa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengelolaan dana desa. 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini  menjelaskan mengenai teori-teori yang diperoleh dari 

studi pustaka terkait good governance, akuntabilitas, transparansi, 

pengelolaan dana desa dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yaitu 

desain penelitian, objek penelitian, defenisi variabel penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang gambaran umum tentang 

Nagari Kudu Gantiang yang terdiri dari kondisi grafis, demografi, 

topografi, struktur organisasi nagari, visi dan misi, pemaparan hasil 

penelitian serta pembahasan mengenai akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan desa di nagari kudu gantiang. 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menyatakan kesimpulan 

dari analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

desa di Nagari Kudu Gantiang serta saran. 
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BAB II                                                                                                             

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Telaah Pustaka  

2.1.1 Good Governance 

Menurut World Bank / Bank Dunia Good Governance ialah cara 

kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi 

untuk perkembangan masyarakat. Good governance merupakan suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal dan politican framework guna tumbuhnya aktifitas usaha 

(Hamirul,2020:2). 

Pada dasarnya good governance merupakan sebuah konsep yang 

menunjuk kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaan yang bisa 

dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai 

oleh pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta terhadap 

penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah negara. 

Menurut Hamirul (2020:3), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik-

buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip good governance, 

diantaranya: 
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1. Partisipasi Masyarakat 

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga–

lembaga perwakilan yang sah masyarakat tentunya mempunyai suara dalam 

pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu 

kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat. 

2. Tegaknya Supremasi Hukum  

Pada proses perwujudan good governance tentunya diimbangi dengan 

penegakkan rule of law dengan karakter : sepremasi hukum, hukum yang 

responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non 

diskriminatif, dan indepedensi peradilan. Kerangka hukum yang diberlakukan 

tentunya harus adil tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang 

menyangkut hak asasi manusia. 

3. Transparansi  

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh 

pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik 

pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan 

dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya 

transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 

4. Peduli Pada Stakeholder/ Dunia Usaha 

Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten terhadap 

dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etika bisnis yang 

seharusnya dimiliki lembaga korporasi yang ada. 
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5. Berorientasi Pada Konsensus  

Ini menyatakan bahwa setiap keputusan dilalui dengan proses meusyawarah 

melalui konsensus. Dimana keputusan ini mengikat dan milik bersama,  

sehingga mempunyai kekuatan memaksa atas komponen yang terlibat dalam 

pelaksanaan keputusan tersebut. 

6. Kesetaraan  

Kesetaraan dimaksudkan atas kebersamaan dalam perlakuan maupun 

pelayanan, prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat 

dengan pemerintah melalui penyediaan informasi. 

7. Efektifitas dan efesiensi  

Ini dimaksudkan untuk bedaya guna dan berhasil-guna. Agar pemerintahan 

efektif dan efesien tentunya para pejabat harus bisa menyusun perencanaan 

yang sesuai kebutuhan masyarakat serta disusun secara rasional dan terukur. 

8. Akuntabilitas  

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat 

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan merek. Bentuk 

pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang 

bersangkutan. 

9. Visi strategis  

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis dalam 

mengahadapi masa yang datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif 

yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, 
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selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya 

sosial yang jadi dasar bagi perspektif tersebut. 

2.1.2 Akuntabilitas 

 Akuntabilitas ialah suatu kewajiban seorang pemimpin unit suatu 

organisasi dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pihak 

yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban. 

 Akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa inggris disebut dengan 

accountability yang artinya sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan 

semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil 

keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Hizazi, 2020:4). 

  Menurut Hamid (2016), Akuntabilitas merupakan kemauan nyata 

pemerintah dalam melaksanakan good governance untuk 

menyelenggarakan kehidupan bernegara. Salah satu hal yang disyaratkan 

dalam pemerintahan yang baik ialah terselenggaranya tata kelola 

pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa 

akuntabilitas merupakan kewajiban agar pertanggungjawaban ataupun 

menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/ 

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan 
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wewenang dalam memohon penjelasan atau pertanggungjawaban. 

 Menurut Ikhsan (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil, memiliki 

makna bahwa semua pengguna anggaran wajib menjelaskan dan menjawab 

bagaimana kinerja organisasi tentang kegagalan maupun keberhasilan dari suatu 

program yang dijalankannya atau yang menjadi tanggungjawabnya. 

 Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintahan ialah suatu 

perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

berdasarkan dari rencana strategis pemerintah mencapai tujuan-tujuan serta 

sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan. 

 Berdasarkan pada penjelasan pakar diatas, selanjutnya dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari Akuntabilitas ialah memberikan penjelasan mengenai 

pertanggungjawaban untuk masyarakat atas pengelolaan Dana Desa yang telah 

digunakan pemerintah Desa terhadap kegiatan yang dijalankannya. 

 Mardiasmo (2021) mengemukakan 3 prinsip pemerintahan yang baik pada 

akuntabilitas : (1) semua pengambilan keputusan, baik kolektif maupun individu, 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, (2) keputusan yang dilaporkan, 

dijelaskan dan dapat diberikan sanksi, (3) terdapat langkah-langkah efektif untuk 

menghindari dan memperbaiki maladministrasi serta tindakan pemerintah daerah 

yang melanggar hak sipil. 
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Menurut Mahmudi (2013), ada dua jenis akuntabilitas diantaranya: 

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability) 

 Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang 

lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala dinas terhadap bupati atau walikota, 

menteri terhadap presiden, kepala unit terhadap kepala cabang, kepala 

cabang terhadap CEO, dan sebagainya. 

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability) 

 Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada public 

secara luas maupun terhadap sesame lembaga lainnya yang tidak memiliki 

hubungan atasan bawahan. 

Ada tiga fungsi Akuntabilitas menurut Bowen, yaitu : 

1. Sebagai alat kontrol demokrasi 

 Akuntabilitas dianggap sebagai sebuah sistem untuk mengontrol 

suatu tanggungjawab seseorang akan tugasnya, fungsi atau jabatan yang 

dimilikinya. Baik itu kontrol pemimpin kepada anggota atau kepada jabatan 

lain diatasnya. Selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas ataupun evaluasi kinerja 

yang telah dilakukan. 

2. Mencegak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 

 Dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah 

tindakan korupsi yang mungkin bisa dimulai dari tindakan kecil seperti 

penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntbilitas, maka istilah 
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power tend to corrupt dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal, 

mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, selanjutnya kegiatan 

pengadaan barang dan jasa yang transparan. 

3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

 Fungsi akuntabilitas untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

kerja serta memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Dengan 

menjaga proses serta meningkatkan evaluasi kerja, efesiensi dan efektifitas 

kerja bisa diraih dengan lebih sempurna. 

2.1.3 Transparansi 

 Widyanti (2018) menyatakan, Transparansi adalah pelaksaan tugas 

beserta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, 

dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti 

keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia 

yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah 

dimengerti dan dipantau. 

 Ikhsan (2018) mengemukakan “transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, 

penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh 

lembaga audit yang independen”. 
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 Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai 

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi tentunya akan menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait peneyelenggaraan 

pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan 

serta hasil yang sudah dicapai (Hizazi, 2020:4). 

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberi 

informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki 

tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lain sebagai 

pengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Dimana untuk pengambilan keputusan tersebut memerlukan 

informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. ( 

Mardiasmo,2021) 

Prinsip transparansi juga diwujudkan dalam perencanaan pembangunan 

desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 

melibatkan aparatur desa, BPD sebagai wakil masyarakat, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPMD) dimana sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas 

fisik. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa “Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 

untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”. 
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2.1.4 Pengertian Desa 

Kata desa digunakan berbeda untuk masing-masing daerah yang ada di 

Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Selatan disebut dusun, bagi masyarakat 

Maluku disebut dati, kuta untuk batak, nagari untuk Sumatera Barat, dan wanua 

di Minahasa. 

Bender (2016) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan 

keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik 

Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan 

menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. 

 Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 

(satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa 

1.  Pengertian Pendapatan 

 Hernita (2015) mengemukakan bahwa pendapatan desa merupakan semua 

jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau 

sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan desa ialah 

seluruh hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa 

yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak 

desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh 

Pemerintah Desa. 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Repblik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa 

yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 

desa. 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa 

 Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), pendapat desa terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 
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2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota. 

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

3. Belanja Desa 

 Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja dapat didefenisikan 

sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum negara/daerah dalam periode tahun 

anggaran yang digunakan mengurangi ekuitas dana yang tidak dipeloleh lagi 

pembayaran oleh pemerintah. 

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang bisa 

digunakan untuk pembangunan desa. 
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 Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan 

pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang 

juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014). 

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, jenis-jenis Belanja Desa terdiri atas: 

1. Belanja Pegawai, adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam 

kelompok penyelenggaran pemerintah desa. Kegiatan pembayaran penghasilan 

tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan. 

2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang 

dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara 

lain: Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, 

Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dinas dan Atributnya, 

Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional 

Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun 

Warga. 

3. Belanja Modal adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan 

yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan 

barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. 
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2.1.6  Pembiayaan Desa 

 Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang harus dibayar 

kembali Desa dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang akan bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

 Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dimana mencakup: 

a. SilPA (sisa lebih perhitungan anggaran) 

b. Pencairan dana cadangan 

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

Selain itu pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan yang 

mencakup : 

a. Pembentukan dana cadangan  

b. Penyertaan modal desa 

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa 

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. 

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai 

berikut: 
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1. Transparan 

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam penggunaan dana desa 

2. Akuntabel 

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bisa 

mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada 

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Partisipatif  

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung 

mauapun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan 

penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati 

hasil-hasil dari pengelolaan dana desa. 

4. Disiplin Anggaran dan tertib 

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus sesuai 

berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang baik Pemerintah Desa 

harus menerapkan prinsip dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut: 
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a. “Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 

APBDesa”. 

b. “Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa”. 

c. “Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, 

mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali”. 

d. “Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku”. 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III                                                                                                          

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai dengan 

penelitian selesai. 

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai 

porposive dan snowball (Rukin, 2019). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti agar dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2017:39). Lokasi penelitian yang diambil adalah di Nagari Kudu 

Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Alasan 

peneliti mengambil tempat penelitian di nagari tersebut, karena beberapa 

anggaran dana desa yang digunakan belum sepenenuhnya 

dipertanggungjawabkan oeh aparat pemerintah desa. Hal ini diidentifikasi 
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lantaran kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa kepada masyarakat. 

3.3 Defenisi Variabel Penelitian 

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirancang sebagai cara 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan 

keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai 

pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, 

diantaranya Kepala Desa merupakan pertanggungjawab pertama dan anggota 

lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang 

masing-masing. 

Berikut indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 

20 Tahun 2018: 

Tabel III.1 Indikator Akuntabilitas 

Keterangan Akuntabilitas 

 

 

Perencanaan 

1. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa 

merupakan perencaaan penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran 

yang dianggarkan dalam APB Desa”. 

2. “Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan 

rancangan APB Desa tahun berkenaan dan 

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur 

dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun”. 
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3. “Rancangan APB Desa yang telah disusun 

merupakan bahan penyusunan peraturan desa 

tentang APB Desa”. 

 

 

 

Pelaksanaan 

1. “Pelaksaan pengelolaan keuangan desa 

merupakan penerimaan dan pengeluaran desa 

yang dilaksanakan melalui rekening kas desa 

pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota”. 

2. “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

wajib menyampaikan laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala 

desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh 

kegiatan selesai”. 

3. “Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran 

belanja tak terduga kepad Bupati/Wali Kota 

paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala 

Desa ditetapkan” 

 

 

Penatausahaan 

1. “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur 

Keuangan sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan”. 

2. “Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukan 

dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum”. 

3. “Pencatatan pada penerimaa dan pengeluaran pada 

buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”. 

 

 

 

Pelaporan 

1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali 

Kota melalui camat”. 

2. “Laporan APB Desa terdiri dari laporan 

pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan”. 

3. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan 

APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh 

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli 

tahun berjalan”. 

 

 

Pertanggungjawaban 

1. “Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada 

Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran”. 

2. “Laporan pertanggungjawaban disampaikan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa”. 
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3. “Peraturan Desa mengenai laporan 

pertanggungjawaban disertai dengan laporan 

keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar 

program sectoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke desa”. 

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018  

3.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

Transparansi diartikan bahwa pemerintahan desa dalam pengelolaan 

keuangan dilakukan secara transparan/terbuka, karena keuangan tersebut milik 

rakyat atau publik yang masyarakat harus mengetahuinya. Maka Pemerintah desa 

harus menginformasikasn secara terbuka, dimana keterbukaan ini akan 

meningkatkan kepercayaan serta penghormatah masyarakat terhadap pemerintah 

desa. 

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyatakan transparan ialah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat 

dapat mengetahui dan mendapat akses info yang seluas-luasnya mengenai 

keuangan daerah. Dengan transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan 

orang untuk mendapatkan informasuk tentang penyelenggaraan pemerinntah, 

diantaranaya informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya 

maupun hasil yang sudah dicapai. 

Berikut indikator pengukuran Transparansi berdasarkan Permendagri No. 

20 Tahun 2018: 
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 Tabel III.2 Indikator Transparansi 

 

 

 

 

 

TRANSPARANSI 

1. “Kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes 

untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP 

Desa”. 

2. “Musyawarah perencanaan pembangunan desa 

diikuti oleh pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang 

terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat”. 

3. “Kepala desa menyampaikan informasi mengenai 

APB Desa kepada masyarakat melalui media 

informasi”. 

4. “Informasi yang diberikan paling sedikit memuat 

APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim 

yang melaksanakan kegiatan, dan alamat 

pengaduan”. 

5. “Kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat 

melalui media informasi”. 

6. “Informasi yang diberikan kepada masyarakat 

paling sedikit memuat Laporan Realisasi APB 

Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang 

belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa 

anggaran, dan alamat pengaduan” 

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018  

Dengan kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, 

maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan accountable dan tidak accountable 

serta transparency atau tidak transparency dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 

2018, pengelolaan dana desa telah sesuai atau dikatakan akuntabel dan 

transparan maka dilambangkan dengan S (Sesuai)  
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2. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 

2018, pengelolaan dana desa tidak sesuai maka dilambangkan dengan (TS) 

tidak sesuai 

3. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 

2018, pengelolaan dana desa belum sesuai maka dilambangkan dengan 

Belum Terjadi (BT) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder: 

1. Data Primer 

 Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan wawancara 

dan observasi berupa tanya jawab langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Kaur Keuangan sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD 

dengan tujuan agar mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

alokasi dana Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto timur Kabupaten 

Padang Pariaman 

2. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan, serta laporan historis 

yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti 

dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta 

wilayah, APB Desa, dan laporan realisasi APB Desa. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh bersumber dari catatan-catatan 

yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat copy 

atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa. 

2. Wawancara dilakukan pada penelitian ini berfungsi untuk cross check jika 

pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama 

antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat. Teknik wawancara pada 

penelitian ini dilakukan kepada 3 perangkat Nagari Kudu Gantiang, 

diantaranya Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, dan Tokoh masyarakat. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah upaya dalam menguraikan suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk 

sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna 

atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami. (Helaludiddin, 2019). 

1) Reduksi Data 

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data yang bertujuan 

mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pada saat 

penelitian serta penarikan kesimpulan 
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2) Penyajian Data  

Penyajian data ialah proses penyusunan sekumpulan data dan informasi 

yang dibuat secara sistematis serta mudah untuk dipahami agar dapat 

menghasilkan kesimpulan. 

3) Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada teknik analisis data 

kualitatif, pada tahap ini bermanfaat untuk menentukan makna dari data dan 

informasi yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan menarik 

kesimpulan sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah yang sedang diteliti. 
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BAB IV                                                                                                                  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis 

Letak geografis Nagari Kudu Ganting berada diantara 0,60º LS dan 100º BT 

merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian utara 

Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Bina 

Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2003 

disebutkan bahwa ketinggian daerah Nagari Kudu Ganting berada pada 100-200 

mdpl, dengan suhu berkisar 25ºC sampai dengan 30ºC iklim sedang, permukaan 

tanah umumnya dataran, berbukit-bukit dan berlembah. 

 Secara administratif Pemerintahan Nagari Kudu Gantiang berbatasan 

dengan: 

1. Sebelah Utara dengan Nagari Padang Alai 

2. Sebelah Selatan dengan Nagari Limau Purut 

3. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Dalam / Lurah Ampalu 

4. Sebelah Barat dengan Nagari Campago / Sikucur 

Nagari Kudu Gantiang merupakan gabungan dari tiga Desa yaitu Desa 

Kudu Gantiang Selatan, Desa Kudu Gantiang Timur dan Desa Kudu Gantiang 

Barat. Semenjak tahun 2003 ketiga desa tersebut digabung menjadi satu Nagari 

yaitu Nagari Kudu Gantiang. Nagari Kudu Gantiang ini memiliki 10 korong/jorong. 
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4.1.2 Topografi  

 Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Kudu Gantiang kondisi daerah 

didominasi oleh topografi datar dengan luas 7.100. Ha dan landai seluas 7.433 Ha 

dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 50 Ha, curam 50 Ha serta 

topografi sangat curam 27 Ha. Berikut lebih jelas kemiringan lahan daerah nagari 

kudu gantiang: 

Tabel IV.1 

Luas serta tingkat kemiringan Daerah 

No Topografi Kemiringan Luas (Ha) 

1 Datar 0-4% 7.100 

2 Landai 45-90% 7.433 

3 Agak Curam 90-94% 50 

4 Curam 94-98% 50 

5 Sangat Curam >98% 27 

 Total  14.670 

Sumber: Profil Nagari Kudu Gantiang 

 

4.1.3 Demografi 

 

 Berdasarkan data terakhir dari laporan mutase penduduk Nagari Kudu 

Gantiang bahwa jumlah penduduknya 6.364 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

35 
 

Tabel IV.2  

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Kudu Gantiang 

 

 

No 

 

Jorong 

Jumlah Penduduk  

KK 

 

LPP (%) 2018 2019 

1 Kp. Tanjung 835 848 220 0.10 

2 Kp. Parit 383 385 97 0.09 

3 Pasa Balai Kudu 641 646 110 0.15 

4 Kp. Tangah 

Gantiang 

1084 1085 244 0.12 

5 Bk. Kudo-kudo 442 442 106 0 

6 Kp. Pili 430 430 114 0.12 

7 Talau 986 986 235 0.10 

8 Kolam Janiah 205 205 78 0.10 

9 Tigo Jerong 620 627 130 0.10 

10 Sungai Kalu 738 741 156 0.12 

 Jumlah  6.364 6.395 1.490 1,00 

Sumber: Profil Nagari Kudu Gantiang 

 Jumlah penduduk Nagari Kudu Gantiang sebanyak 6.395 jiwa merupakan 

daerah terbesar jumlah penduduknya dibandingkan dengan Nagari lain di 

Kecamatan V Koto Timur 14.563 jiwa 43.69% adalah penduduk Nagari Kudu 

Gantiag. Selanjutnya bila dilihat pada tingkat pertumbuhan penduduk Nagari Kudu 

Gantiang pada dasarnya memiliki laju pertumbuhan yang relative kecil yaitu 1.00% 

pada tahun 2019. 
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4.1.4 Struktur Organisasi                                                             

 

Gambar IV.1 

Struktur Organisasi Nagari Kudu Gantiang 
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4.2 Visi dan Misi 

4.2.1 Visi 

 “Mewujudkan Nagari Kudu Gantiang menjadi Nagari yang mandiri 

melalui bidang pertanian/perkebunan dan industry kecil, dengan dukungan 

SDM yang berkualitas” 

4.2.2 Misi 

1. Menumbuhkembangkan sektor agribisnis, agro industry dan UKM 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keterampilan, profesionalitas 

dan produktifitas terjangkau bagi penduduk kurang mampu, serta diklat 

untuk pengembangan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan mandiri. 

3. Penyediaan sarana dan prasarana publik untuk menunjang 

pengembangan wilayah dan mendukung kualitas kehidupan. 

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.3.1  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang   

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman 

 Dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di 

Nagari Kudu Gantiang peneliti berpedoman pada Permendagri No.20 

Tahun 2018 dengan indikatornya sebagai berikut. 
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1. Perencanaan  

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 

menyebutkan bahwa “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun 

anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”. 

Tabel IV.3 

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Perencanaan 

 

 

No 

 

Indikator 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Doku

men 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum Sesuai 

(BS), Belum 

Terjadi (BT) 

1 Perencanaan 

pengelolaan 

keuangan desa 

merupakan 

perencanaan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

pemerintah desa 

pada tahun anggaran 

yang dianggarkan 

dalam APB Desa. 

 

 

Kepala 

Desa 

Perencanaan 

pengelolaan Nagari 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

pemerintah yang 

dianggarkan dalam 

APB Nagari. Berita 

acara Musrenbang 

Nagari dan RKP 

Nagari dapat dilihat 

pada Lampiran 1 

dan 2 

 

 

S 

2 Sekretaris desa 

mengkoordinasi 

penyusunan 

rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP 

Desa tahun 

berkenaan dan 

pedoman 

penyusunan APB 

Desa yang diatur 

dengan Peraturan 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Sekretaris 

Sekretaris Nagari 

mengoordinasi 

penyusunan APB 

Nagari sesuai RKP 

Nagari setiap tahun 

 

 

 

S 
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Bupati/ Wali Kota 

setiap tahun. 

3 Rancangan APB 

Desa yang telah 

disusun merupakan 

bahan penyusunan 

peraturan desa 

tentang APB Desa. 

 

Kepala 

Desa 

Rancangan APB 

Nagari merupakan 

bahan penyusunan 

peraturan Nagari 

tentang APB 

Nagari 

 

S 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang disajikan 

pada tabel 4.1 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang 

Pariaman dalam proses Perencanaan yaitu Pemerintah Nagari melakukan 

Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan nagari yang 

di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat nagari 

atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Berita acara 

Musrenbang Nagari Kudu Gantiang tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Perencanaan pengelolaan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah yang dianggarkan dalam APB Nagari selanjutnya, sekretaris Nagari 

mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Nagari berdasarkan RKP Nagari 

tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari yang diatur dengan 

Peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun, yang mana Rancangan APB Nagari 

merupakan bahan penyusunan peraturan Nagari tentang APB Nagari. Daftar usulan 

rencana kegiatan pembangunan (DU-RKP) Nagari kudu gantiang dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
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Dengan demikian disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman 

pada proses perencanaan telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 

terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel dengan 

persentase 100%. 

2. Pelaksanaan  

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan 

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang 

ditunjuk Bupati/ Wali Kota. 

Tabel IV.4 

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaksanaan 

 

 

 

No 

 

 

Indikator 

 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Dokumen 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum 

Sesuai (BS), 

Belum 

Terjadi (BT 

1 Pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran desa 

yang 

dilaksanakan 

melalui rekening 

kas desa pada 

bank yang 

ditunjuk Bupati/ 

Wali Kota 

 

 

 

 

Dokumen  

 

 

Pengelolaan keuangan 

Nagari Kudu Gantiang 

dilaksanakan melalui 

rekening kas nagari 

pada Bank Nagari 

cabang Pariaman atas 

nama Nagari Kudu 

Gantiang. Buku 

rekening dapat dilihat 

pada lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

S 
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2 Kaur dan Kasi 

pelaksana 

kegiatan anggaran 

wajib 

menyampaikan 

laporan akhir 

realisasi 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

anggaran kepada 

Kepala Desa 

paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak 

seluruh kegiatan 

selesai 

 

 

 

 

 

 

Bendahara 

dan 

Sekretaris 

Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan 

anggaran melaporkan 

laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran kepada 

Wali Nagari lewat dari 

tujuh hari setelah 

semua kegiatan selesai 

 

 

 

 

 

 

BS 

3 Kepala Desa 

melaporkan 

pengeluaran 

anggaran belanja 

tak terduga 

kepada 

Bupati/Wali Kota 

paling lama 1 

(satu) bulan sejak 

keputusan Kepala 

Desa ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Desa 

Wali Nagari tidak ada 

mengeluarkan anggaran 

belanja tak terduga 

sehingga tidak 

dilaporkan ke 

Bupati/Wali Kota 

 

 

 

 

S 

 

Berdasarkan wawancara peneliti yang disajikan pada tabel 4.2 terlihat bahwa 

akuntabilitas dalam hal Pelaksanaan dana nagari dalam  pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Nagari Kudu Gantiang dilaksanakan melalui rekening kas nagari pada 

Bank Nagari cabang Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang yang dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib melaporkan laporan akhir 

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat dari 

tujuh hari setelah semua kegiatan selesai. Namun kaur dan kasi pelaksanaan 
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kegiatan anggaran tidak dapat menyampaikan laporan dalam tujuh hari setelah 

kegiatan selesai. Selanjutnya wali nagari tidak ada menggunakan anggaran belanja 

tak terduga sehingga tidak ada melaporkan ke Bupati/Wali Kota.  

Dari ketiga indikator pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur 

Kabupaten Padang Pariaman pada proses pelaksanaan telah mengikuti Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 dengan persentase 66,6 % dan dapat dikatakan accountable. 

3. Penatausahaan  

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 “penatausahaan dilakukan 

dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”. 

Tabel IV.5 

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Penatausahaan 

 

 

 

No 

 

 

Indikator 

 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Dok

umen 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum 

Sesuai (BS), 

Belum 

Terjadi (BT 

1 Penatausahaan 

keuangan dilakukan 

oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan 

 

Bendahara 

Penatausahaan 

keuangan 

dilaksanakan oleh 

Bendahara Nagari. 

Struktur 

organisasi nagari 

kudu gantiang 

dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

 

S 

2 Penatausahaan oleh kaur 

keuagan dilakukan 

dengan mencatat setiap 

 Penatausahaan 

Nagari Kudu 

Gantiang  dimana 
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penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku 

kas umum 

Bendahara 

dan 

Dokumen 

mencatat setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran pada 

buku kas umum 

melalui aplikasi 

SISKEUDES 

yang terlihat pada 

lampiran 6  

 

 

S 

3 Pencatatan pada 

penerimaan dan 

pengeluaran pada buku 

kas umum ditutup setiap 

akhir tahun 

 

Dokumen 

Pencatatan Buku 

Kas Umum 

ditutup setiap 

akhir tahun 

 

S 

 

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Wali Nagari dan Bendahara yang 

disajikan pada tabel IV.5 disebutkan bahwa penatusahaan keuangan dilakukan oleh 

Kaur Keuangan yang bernama Khairunnisa sebagai fungsi pelaksana 

kebendaharaan di Nagari Kudu Gantiang. Semenjak 2018, kaur keuangan 

melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa pada 

aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) serta pencatataan pada buku kas 

umum ditutup setiap akhir tahun. Buku kas umum Nagari Kudu Gantiang Tahun 

2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 6. 

Di Nagari Kudu Gantiang terdapat struktur organisasi yang mana disitu terlihat 

siapa saja yang menduduki jabatan pada Pemerintah Nagari. Namun untuk 

mengetahui apa saja fungsi atau tugas jabatan tersebut tidak ada informasinya dari 

kantor. Job description hanya ada pada PERBUP ( peraturan bupati)  Padang 

Pariaman No. 18 Tahun 2018 mengenai susunan organisasi dan tata kerja 
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pemerintah nagari dan manajemen perangkat nagari. Untuk struktur organisasi 

nagari kudu gantiang dapat dilihat pada lampiran 10 serta tugas dan fungsinya 

terlihat pada lampiran 11. 

Selanjutnya dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari 

Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses 

penatausahaan telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan persentase 

100% dan dikatakan Accountabel. 

4. Pelaporan  

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam hal pelaporan 

menyatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat yang berisikan laporan 

pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”. 

Tabel IV.6 

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaporan 

 

 

No 

 

 

Indikator 

 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Dokumen 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum 

Sesuai (BS), 

Belum 

Terjadi (BT 

1 Kepala desa 

menyampaikan 

laporan pelaksanaan 

APB Desa semester 

pertama kepada 

Bupati/Wali Kota 

melalu Camat 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Bendahara 

Wali Nagari Kudu 

Gantiang menyerahkan 

Laporan APB Nagari 

semester pertama 

kepada camat dan 

diteruskan kepada 

PMD (Pemerintah 

Pusat). Laporan 

 

 

 

S 
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semester pertama dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

 

 

2 Laporan APB Desa 

terdiri dari laporan 

pelaksanaan APB 

Desa dan laporan 

realisasi kegiatan 

 

 

Dokumen 

Laporan APB Nagari 

dan Laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran 

dan Belanja Nagari 

Kudu Gantiang tahun 

2020 dan 2021 terlihat 

pada lampiran 4 dan 5. 

 

 

 

S 

3 Kepala Desa 

menyusun laporan 

pelaksanaan APB 

Desa dengan cara 

menggabungkan 

seluruh laporan 

akhir realisasi 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

anggaran paling 

bulan juli tahun 

berjalan 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Bendahara 

Wali Nagari menyusun 

laporan dengan 

menggabungkan semua 

laporan akhir realisasi 

pada bulan juli 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dan disajikan pada tabel 4.6 

Dimana Wali Nagari memberikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester 

pertama kepada Camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Laporan 

pelaksanaan APB Nagari semester pertama Nagari Kudu Gantiang dapat dilihat 

pada lampiran 3. 
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Laporan pelaksanaan APB Nagari Kudu Gantiang sudah terdiri dari 

Laporan Pelaksanaan APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan. Laporan APB 

Nagari dan Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari Kudu Gantiang untuk tahun 

2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. 

Selanjutnya wali nagari kudu gantiang juga sudah menyusun laporan paling 

lambat bulan juli tahun berjalan. Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur 

Kabupaten Padang Pariaman pada proses pelaporan telah mengikuti Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 dan sudah Accountabel dengan persentase 100%. 

5. Pertanggungjawaban 

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait Pertanggungjawaban  

ialah “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun”. 

Tabel IV.7 

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban 

 

 

No 

 

 

Indikator 

 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Dokum 

en 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum 

Sesuai (BS), 

Belum 

Terjadi (BT 

 

 

1 

Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa 

 

 

 

Wali Nagari 

menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Nagari 

 

 

 

S 
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kepada Bupati/Wali 

Kota melalui camat 

setiap akhir tahun 

anggaran 

Kepala 

Desa dan 

Bendahara 

kepada Camat pada 

bulan januari 

 

 

 

 

 

2 

Laporan 

pertanggungjawaban 

disampaikan paling 

lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan 

yang ditetapkan 

dengan Peraturan 

Desa 

 

 

 

 

Bendahara 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

Nagari disampaikan 3 

bulan setelah akhir 

tahun anggaran 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

3 

Peraturan Desa 

mengenai laporan 

pertanggungjawaban 

disertai dengan 

laporan keuangan, 

laporan realisasi 

kegiatan, daftar 

program sectoral, 

program daerah dan 

program lainnya 

yang masuk ke desa 

 

 

 

 

 

Dokumen 

Laporan Realisasi 

Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa 

Pemerintah Nagari 

Kudu Gantiang dapat 

dilihat pada lampiran 

5. 

  

 

 

 

 

 

S 

 

Proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Kudu 

Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yaitu Wali Nagari 

sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada 

Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan realisasi APB Nagari Kudu Gantiang 

tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 5. laporan pertanggungjawaban 
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realisasi APB Nagari diserahkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran yaitu 

pada bulan januari. 

Selanjutnya dapat di disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang 

Pariaman pada proses pertanggungjawaban telah mengikuti Permendagri No. 20 

Tahun 2018 dan sudah Accountabel dengan persentase 100%. 

 Berdasarkan Indikator pengukuran akuntabilitas diatas sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang 

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan 

Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam indikator perencanaan, indikator 

penatausahaan, indikator pelaporan dan indikator pertanggungjawaban. Namun 

pada indikator pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari lewat dari tujuh hari setelah semua 

kegiatan selesai sedangkan pada Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan 

“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir 

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.  
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4.3.2  Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang  

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman 

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang 

peneliti berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Berikut indikator 

pengukuran transparansi: 

Tabel IV.8 

Indikator Pengukuran Transparansi 

 

 

 

No 

 

 

Indikator 

 

 

Informan 

 

Hasil 

Wawancara/Doku

men 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Belum 

Sesuai (BS), 

Belum 

Terjadi (BT 

 

 

 

 

1 

“Kepala desa 

menyelenggarakan 

MUSRENBANGD

ES untuk 

membahas dan 

menyepakati 

rancangan RKP 

Desa”. 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Tokoh 

Mayarakat 

Wali Nagari selalu 

menyelenggarakan 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

untuk memahas 

rancangan RKP 

Nagari. Berita acara 

musrenbang nagari 

dan RKP Nagari 

dapat dilihat pada 

lamiran 1 dan 2 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

“Musyawarah 

perencanaan 

pembangunan desa 

diikuti oleh 

pemerintah desa, 

badan 

permusyawaratan 

desa, dan unsur 

masyarakat yang 

terdiri dari : tokoh 

adat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, 

tokoh pendidikan, 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Tokoh 

Masyarakat 

MUSRENBANGDE

S diikuti oleh 

perangkat desa dan 

juga unsur 

masyarakat serta 

Wali Korong  

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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dll yang 

disesuaikan dengan 

kondisi sosial 

budaya 

masyarakat” 

 

 

3 

“Kepala desa 

menyampaikan 

informasi 

mengenai APB 

Desa kepada 

masyarakat melalui 

media informasi”. 

 

Kepala 

Desa dan 

Tokoh 

Masyarakat 

Wali Nagari Kudu 

Gantiang 

memberikan 

informasi mengenai 

APB Nagari dengan 

baliho di depan 

kantor yang bisa 

dilihat oleh 

masyarakat umum. 

Dapat di lihat pada 

lampiran 9.  

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

4 

“Informasi yang 

diberikan paling 

sedikit memuat 

APB Desa, 

pelaksana kegiatan 

anggaran dan tim 

yang melaksanakan 

kegiatan, dan 

alamat pengaduan”. 

 

 

 

 

Bendahara 

dan 

Dokumen 

 

 

 

 

Informasi APB 

Nagari berisikan 

APB Nagari dan tim 

pelaksana. Tidak 

adanya alamat 

pengaduan 

 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 5 

“Kepala desa 

menyampaikan 

informasi laporan  

pertanggungjawaba

n kepada 

masyarakat melalui 

media informasi”. 

 

 

Kepala 

Desa 

Wali Nagari 

menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

terhadap masyarakat 

berupa adanya 

baliho yang 

terpasang di depan 

kantor Nagari  

 

 

 

 

S 

 

 

6 

“Informasi yang 

diberikan kepada 

masyarakat paling 

sedikit memuat 

Laporan Realisasi 

 

 

 

 

 

Informasi yang 

diberikan ke 

masyarakat hanya 

laporan realisasi 

APB Nagari. 
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APB Desa, laporan 

realisasi kegiatan, 

kegiatan yang 

belum selesai dan 

/atau tidak 

terlaksana, sisa 

anggaran, dan 

alamat pengaduan”. 

 

Dokumen 

Sedangkan untuk 

kegiatan yang belum 

selesai dan /atau 

tidak terlaksana, sisa 

anggaran dan alamat 

pengaduan belum 

ada 

 

BS 

 

Proses transparansi pengelolaan dana nagari di Nagari Kudu Gantiang 

Kecamatan V Koto Timur sudah memberikan informasi APB Nagari kepada 

masyarakat dengan media informasi. Wali Nagari Kudu Gantiang menyampaikan 

informasi tersebut melalui spanduk/baliho yang terpasang didepan Kantor Nagari. 

Selanjutnya dalam proses menyusun RKP Nagari, Pemerintah Nagari juga selalu 

melakukan Musrenbangdes (Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa) yang 

diikuti oleh seluruh perangkat Nagari, ketua BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari 

Kudu Gantiang, Perwakilan dari Camat V Koto Timur, Wali Korong se nagari kudu 

gantiang, Bapinkamtibmas kudu gantiang,dan tokoh masyarakat lainnya. Berita 

acara Musrenbang Nagari dapat dilihat pada lampiran 1. 

 Dalam kelengkapan informasi terkait Laporan Realisasi dan APB Nagari 

ialah dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari 

dan pelaksana kegiatan sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau 

tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada diinformasikan 

kepada masyarakat. 
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 Dalam enam indikator kesesuaian dengan Permendagri No 20 Tahun 2018  

yang peneliti lakukan, maka disimpulkan untuk Transparansi pengelolaan Dana 

Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang 

Pariaman sudah sesuai dengan persentase 60% dan dapat dikatakan Transparancy. 
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BAB V                                                                                                     

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, dan sudah dibahas 

pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa Nagari Kudu Gantiang 

dalam memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam proses Perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah nagari 

dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APB Desa serta 

rancangan APB Desa juga telah disusun dimana, sekretaris nagari yang 

mengoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Nagari setiap 

tahunnya. 

2. Dalam proses Pelaksanaan, setiap penerimaan maupun pengeluaran telah 

dilaksanakan melalui rekening kas nagari yaitu Bank Nagari cabang 

Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang. 

3. Dalam proses Penatausahaan, Bendahara Nagari mencatat setiap 

penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum melalui aplikasi 

SISKEUDES 

4. Dalam proses Pelaporan, Wali Nagari sudah melaporkan pelaksanaan APB 

Nagari dan realisasi kegiatan semester pertama kepada Camat serta 
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menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan akhir realisasi 

pada bulan juli 

5.  Dalam proses Pertanggungjawaban, Wali Nagari Kudu Gantiang 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada 

Camat pada bulan januari. 

6. Dalam proses transparansi, Wali Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan 

informasi kepada masyarakat terkait APB Nagari dan laporan realisasi APB 

Nagari melalui bahilo yang dipajang di depan Kantor. Namun untuk 

kelengkapan informasinya terkait kegiatan yang belum selesai/atau tidak 

terlaksana, sisa anggaran serta alamat pengaduan belum ada. 

5.2 Saran  

 

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada Nagari Kudu 

Gantiang diantaranya: 

1. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Nagari Kudu Gantiang lebih 

memperhatikan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 

2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

seluruh kegiatan selesai. 
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3. Sebaiknya Wali Nagari Kudu Gantiang lebih meningkatkan 

penyampaian informasi kepada masyarakat melalui website, media 

sosial, papan informasi maupun baliho serta menambahkan kelengkapan 

informasinya dengan membuat kegiatan yang belum selesai dan/atau 

tidak terlaksana, sisa anggaran dan adanya alamat pengaduan. 
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